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SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

bahwa dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan
tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas
Pengelolaan keuangan Daerah, perlu adanya pengaturan
secara  khusus dan  komprehensif @ menyangkut
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan
dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi
pemberian bantuan sosial yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan
Wali Kota Salatiga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dipandang
sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan
perundang-undangan sehingga perlu diatur kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3500);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota
Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Salatiga Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Salatiga.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
Salatiga.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota
yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam
rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat
perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan
pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat
rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.

Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk
uang dan/atau barang dari pemerintah daerah kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyakat yang
sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan
untuk melindungi dari kemungkinan terjadi risiko sosial,
kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan
dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik,
fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan
bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup
dalam kondisi wajar.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum
Daerah berdasarkan SPM.
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Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai
pedoman dalam pemberian bantuan sosial yang bersumber
dari APBD.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini agar
pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang bersumber dari
APBD berjalan dengan tertib dan dapat
dipertanggungjawabkan.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3
Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada
anggota masyarakat atau kelompok masyarakat sesuai
kemampuan keuangan daerah.
Anggota masyarakat atau kelompok masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
mengalami risiko sosial; atau
b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan,
keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk
melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat
yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai
dampak risiko sosial.
Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan wajib dan wurusan pilihan dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan
manfaat untuk masyarakat.

Pasal 4

Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari bantuan sosial
kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya.

Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama,
alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan
APBD yang diselaraskan dengan RKPD.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk
kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan
pada saat penyusunan APBD yang diselaraskan dengan
RKPD, yang apabila ditunda penanganannya akan
menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu
dan/atau keluarga yang bersangkutan.
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Pasal 5
Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
a. selektif;
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam

keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan

d. sesuai tujuan penggunaan.
Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon
penerima yang ditujukan untuk melindungi dari
kemungkinan risiko sosial.
Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki identitas
kependudukan berupa nomor induk kependudukan dan
nomor kartu keluarga sesuai ketentuan perundang-
undangan.
Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa
pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus
diberikan setiap tahun anggaran.
Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan
sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai
penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial
meliputi:
a. rehabilitasi sosial;
b. perlindungan sosial;
pemberdayaan sosial;
jaminan sosial;
penanggulangan kemiskinan;
penanggulangan bencana,;

o0

Pasal 6
Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan
mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami
disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar.
Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani
risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang,
keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya
dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau
kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial
mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan
dasarnya.
Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6)
huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin
penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak.
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Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan
kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok
masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber
mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan
yang layak bagi kemanusiaan.

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang
ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 7
Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima
langsung oleh penerima bantuan sosial.
Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada
penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan
pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat
berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang
tidak mampu, korban bencana, bantuan santuan kematian
keluarga miskin dan bantuan kehabisan bekal.
Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada
penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk
sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu,
bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna
sosial/anak sekolah, masyarakat terkena bencana, ternak
bagi kelompok masyarakat kurang mampu, sarana dan
prasarana bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 8

Bantuan sosial terdiri atas:

a.
b.

(1)

(2)
(3)
(4)

(9)

(1)

(2)

bantuan sosial yang direncanakan; dan
bantuan sosial yang tidak direncanakan.

Pasal 9
Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf a berdasarkan usulan dari:
a. calon penerima; dan/atau
b. kepala SKPD.
Usulan calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a disampaikan kepada Wali Kota melalui kepala SKPD.
Usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD.
Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan
verifikasi kelayakan terhadap usulan calon penerima.
Hasil verifikasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dituangkan dalam berita acara sebagai dasar dalam
penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Pasal 10
Berdasarkan Rencana Kerja SKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (5) mencantumkan alokasi anggaran
bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.
Bantuan sosial yang direncanakan berupa uang dan/atau
barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
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(3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Bantuan sosial berupa uang dan/atau barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan pada SKPD terkait
dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek
pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas
dan fungsi perangkat daerah terkait, berdasarakan klasifikasi,
kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Kepala SKPD mengajukan usulan permintaan atas bantuan
sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada
Wali Kota melalui Kepala Bappeda.

(2) Kepala Bappeda melakukan kajian usulan permintaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya
disampaikan kepada Kepala BPKPD sebagai dasar
penyusunan Rencana Kerja.

(3) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 13
Pelaksanaan anggaran bantuan sosial yang direncanakan berupa
uang maupun barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b tetap didasarkan atas
usulan/permohonan yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait.

(2) Wali Kota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan
sosial dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang
Penjabaran APBD.

(3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada
daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam
Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara
pembayaran langsung pihak ketiga lainnya dan/atau melalui
Uang Persediaan.

(5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan
kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 15
Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial berupa barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

Penerima bantuan sosial menyampaikan laporan penggunaan
bantuan sosial kepada Wali Kota melalui Kepala SKPD terkait
dengan tembusan Inspektur Daerah.

(1)
(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 17
Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis
belanja bantuan sosial dalam tahun anggaran berkenaan.
Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek
belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa
dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 18

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian

bantuan sosial meliputi:

a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan
sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang
kepada Wali Kota;

b. Keputusan Wali Kota tentang penetapan daftar penerima
bantuan sosial; dan

c. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan
sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas
pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau

keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 19

Penerima bantuan sosial yang direncanakan bertanggung

jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan

sosial yang diterimanya.

Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial sebagaimana

dimaksud ayat (1) meliputi:

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima
bantuan sosial;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan
bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan
sesuai dengan usulan; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima
bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah
terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa
barang.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dan huruf b disampaikan kepada Wali Kota paling

lambat satu bulan setelah kegiatan selesai dan/atau tanggal

10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali

ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf ¢ disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan

sosial selaku obyek pemeriksaan.
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Pasal 20

(1) Realisasi bantuan sosial disajikan sesuai standar akuntansi
pemerintahan pada laporan Realisasi Anggaran dan laporan
operasional serta diungkapkan pada catatan atas laporan
keuangan dalam penyusunan laporan keuangan entitas
akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Daerah selaku
entitas pelaporan pada tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada
penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun
anggaran berkenaan disajikan sebagai persediaan dalam
neraca.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21
(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas
pemberian bantuan sosial.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan
kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 22
Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) terdapat penggunaan bantuan sosial yang
tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima
bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23
Pemberian Bantuan Sosial tahun anggaran 2022 dapat
dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD dengan
ketentuan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
sesuai dengan peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali
Kota Salatiga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota
Salatiga Tahun 2017 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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Pasal 25
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 28 Maret 2022
WALI KOTA SALATIGA,
ttd
YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd
WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H.,
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022
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